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TEIYTANG

PEIEBATASAIY PEITGELUARAN DANA KAMPATYYE

PESERTA PEMILIHAIT BUPATI DAI{ WAIIIL BUPATI BLORA

TAHI'I| 2U2O

KBTUA KOMISI PEITIILIIIAIT UMUM I(ABI'PATEN BI,ORA,

Menlmbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal

74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang;

b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal

12 ayat (41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

5 Tahun 2Ol7 tentang Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan/atau Wakil

Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
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Mengingat

c.

: l.

2.

Umum Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Dana Kampanye

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan/ atau Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Blora tentang Pembatasan Pengeluaran

Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Blora Tahun 202O.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

20O8 Nomor 2, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 48Ol) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20ll
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang

Perubaha Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor I Tahun 2O14 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

3.

4.
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2015 Nomor 23, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana teLah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Ta}::,.:m 2O2O

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2Ol5 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2074 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Iembaran Negara

Repubtk Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O6 Tahun

2OO8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2OO8;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun

2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

i9l1);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2Ol7 lerrtang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O17 Nomor 826); sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 9 Tahun 2O2O tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
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Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentang Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 980);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

2Ol7 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O17 Nomor 827) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 1I Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

2OL7 tentartg Kampanye Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O20 Nomor 1067);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun

2Ol7 tenlamg Dana Kampanye Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 828)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2O2O terfiang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ol9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Benta Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 9O5)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2O2O tentang Perubahan lGriga Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
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Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 615);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun2Ol9 Nomor 320);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam

Corona Virus Disease 2Ol9 (Covid- 19) (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 7L61,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1O Tahun

2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2O2O tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan

dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease

2019 (Covid- 19) (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 981);

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 929 lHK.O3.l-Kpt/ Oa /KPU lV I 2OL9

tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah

Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan

Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

Nomor 31/PP.Ol.2-Kptl3316/KPU-Kab/lXl2Ol9

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan
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Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Blora Tahun 2O2O, sebagaimana diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Blora Nomor 42 lPP.Ol.2-Kptl3316/KPU-
KablVU2O2O tentang Perubahan Ketiga atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

Nomor 3l /PP.O 1.2-Kptl3316/KPU-Kab llX/2019
tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Blora Tahun 2O2O;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

Nomor 6llPL.O2.a-Kpt/3316/KPU-KabllXl2O2O

tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun

2020;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

Nomor 62/PL.O2.5-Kpt/3316/KPU-Kabltxl2O2O

tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O;

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

Nomor 63|PL.O2.3lKpt/3316/KPU-Kabllx/2O2O

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Blora Tahun 2020;

19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

Nomor 6a/PL.O2.3/Kptl33t6lt<Pu-Kab/rx/2O2o

tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Blora Tahun 2020.

Memerhatlkan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Blora, tanggal 29 September 2O20.

MEIUTUEKAII:
XEPUTUSAIT KOTISI PEUILIHAI| I'UUU
KABI'PATEIY BII'RA TEIITAITG PEUBATASAN

PEITGELUARAN DAI|A TAUPAIIYE PESERTA

Menetapkan

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



S

XESATU

XEDUA

Salinan sesuai dengan aslinya
SI PEMILIHAN UMUM

BLORA
Hukum

DIN

PEUILIHAIT BIIPATI DAIS WAXIL BTIPATI BLORA

TAIIIIIT 2OIO

Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora

Tahun 2O2O sebesar Rp 15.149.E91.qXr,- (Llma

Bcles Ulller Soratus Empat Rrluh Senbllan Juta
Delepaa Ratus Scmbllaa Rrluh Satu Rlbu Rupiahl

untuk jenis Metode Kampanye :

1. Rapat Umum;

2. Pertemuan Terbatas;

3. Pertemuan Tatap Muka;

4. Pembuatan Bahan Kampanye;

5. Jasa Manajemen / Konsultasi;

6. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang

dibiayai Pasangan Calon.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pllstapkan di Blora.

pada tanggal 29 September 2O20.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

jdih.kpu.go.id/jateng/blora


